PENMERINTAR [KABUIPATEN LARIAL
DINAS PENDIDIKAN DAN HEBUDATAAN
PAVUD P

Alamat : Jin. Ahmad Lamsari Desa Sukajadi Kec. Psesku Kab. Lahat Kode Pos. 31452njun

SWIKAJA D]

SURAT PENGANTAR

No:421.3/ /Paud PKK /SKJ/Pseksu/Pendik/2019

Kepada Yth.

Kepala Dinas Pendidikan Kab. Lahat
c/q. KABID PAUDNI

Pendidikan Kabupaten Lahat

Di-
Lahat
Dengan Hormat,
Bersama ini kami kirimkan surat-surat sebagai berikut :
No. ISISURAT JUMLAH KETERANGAN

Permohonan Izin Perubahan TK,
Nama Lembaga, Dan Program
Lembaga Dari TK Satap SDN 4
Pseksu Menjadi PAUD PKK
Sukajadi Kematan Pseksu
Kabupaten Lahat.

1 (satu)
Berkas

Disampaikan dengan hormat untuk
dapat diketahui, diproses dan di
tintak lanjuti sebelum dan
sesudahnya kami ucapkan terimah
kasih.

Pseksu, 2019
Kepala Sekolah
PAUD PKK Sukajadi

YENI ENDRAWATI



Nomor

Lampiran
Hal

PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JI. Kolonel Burlian Talang Kapuk Lahat Telp. 0731-321703 LAHAT
Email : dpmptsp@lahat.go.id / website : www.perizinan.lahatkab.go.id

Lahat, 4 November 2019

+ 503/0035/PEND.PAUD/DPMPTSP-IV/XI/ Kepada :
2019 Yth. Pimpinan/Penanggung Jawab
3 PAUD PKK SUKAJADI

- Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin

Operasional / Komersil Penyelenggaraan di-

Pendidikan Non Formal Tempat

Menindaklanjuti Permohonan Saudara tentang Persetujuan Pemenuhan
Komitmen Izin Operasional / Komersil Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal
dan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan, dengan ini Dinas PM dan
PTSP Kabupaten Lahat memberikan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin
Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Kepada :

Nama Pemohon :  YENI ENDRAWATI

Lembaga Pendidikan : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Alamat : Desa Sukajadi

Nama Lembaga Pendidikan : PAUD ” PAUD PKK SUKAJADI “

Alamat Lembaga Pendidikan : JIl. Ahmad Lamsari Kel./Desa Sukajadi Kec.
Pseksu Kab. Lahat
Nomor Induk Berusaha : 9120116062343

Dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Pimpinan/Penanggung Jawab dalam menyelenggarakan kegiatan usaha wajib
mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. Surat persetujuan ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1
diatas.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

~KEPALA DINAS PM DAN PTSP

/mup@rgn LAHAT,

L\ bi 3 s :









